
 
PERATURAN  DAERAH KABUPATEN BANGGAI 

 NOMOR   10   TAHUN  2009 
 

T E N T A N  G 
 

RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN USAHA ANGKUTAN 
 

DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANGGAI, 
 
Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya pelayanan angkutan umum 

pada satu atau beberapa trayek tertentu serta dengan melihat 
kemajuan usaha angkutan di Kabupaten Banggai, maka perlu 
dilakukan penertiban usaha trayek dan usaha angkutan; 

  b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 
Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka jenis dan tarif 
yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Banggai Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi 
Izin Trayek perlu dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf,  perlu membentuk Peraturan Daerah 
Kabupaten Banggai tentang Retribusi Izin Trayek dan                 
Izin Usaha Angkutan. 

 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor  76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 2831); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor  3501); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Nomor 4048); 



 2

 
 

6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                      
Nomor 4844); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia             
Tahun 1993 Nomor 3527); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia.Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 47). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI  

 

dan  
 

BUPATI  BANGGAI  
 

M E M U T U S K A N    : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK 
DAN IZIN USAHA ANGKUTAN 
    

BAB I 
  

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Banggai. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah 

Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi  dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip  Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 
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4. Bupati adalah Bupati Baggai. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

6 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisiasi masa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap 
dan bentuk badan lainnya. 

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai. 
8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah 

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas 
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan.  

9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang 
dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal 
dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal 
dalam wilayah daerah. 

10. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk 
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa 
trayek tertentu. 

11. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang 
melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan 
simpul yang berbeda; 

12.  Izin Angkutan Khusus adalah pemberian izin pada kendaraan bermotor yang 
disediakan untuk dipergunakan untuk umum  mengangkut orang untuk keperluan 
khusus atau mengangkut barang – barang khusus; 

13. Izin Usaha Angkutan adalah setiap usaha baik perorangan maupun berbadan hukum 
yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan di jalan. 

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi 
wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 
Daerah yang bersangkutan. 

16. Surat  Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 

17. Surat Ketetapan  Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjuntnya disingkat SKRDLB 
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi 
karena jumlah kredit retrubusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak 
seharusnya terutang. 

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat                 
untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga               
dan / atau denda. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat 
SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi 
yang telah ditetapkan. 
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BAB  II 
 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 
 

Pasal 2 
 

Dengan nama retribusi izin pengelolaan trayek  dan izin usaha angkutan dipungut retribusi 
sebagai pembayaran atas pemberian izin penyediaan usaha angkutan penumpang umum 
pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 
 

Pasal 3 
 
Objek Retribusi adalah penerbitan izin trayek angkutan penumpang angkutan dan izin 
usaha angkutan. 
 

Pasal  4 
 
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek angkutan 
penumpang dan izin usaha angkutan. 
 

BAB III 
 

KETENTUAN  PERIZINAN  
 

Pasal 5 
 
(1) Setiap kegiatan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa 

trayek dan kegiatan usaha angkutan Wajib memiliki Izin. 
(2) Izin Trayek dan Usaha Angkutan berlaku selama usaha berjalan secara kontinyu. 
(3) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan, setiap tahun wajib                   

memberikan laporan 
(4) Mekanisme dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
 

Pasal 6 
 
Izin trayek dan Izin Usaha Angkutan dapat dicabut apabila : 
a. Pemegang izin dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan 

sewaktu mengajukan permohonan izin; 
b. Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam  peraturan ini; 
c. Pemegang izin melakukan perubahan trayek tanpa persetujuan  pemberi izin; 
d. Pemegang izin atas kemauannya sendiri menyerahkan kembali kepada pemberi izin; 
h. Terjadi perubahan pemegang izin tanpa sepengetahuan pemberi izin. 
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BAB  IV 
 

GOLONGAN  RETRIBUSI  
 

Pasal 7 
 
Retribusi Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan digolongkan sebagai Retribusi                                     
perizinan tertentu. 
 

BAB  V 
 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 
 

Pasal 8 
 
Cara mengukur  tingkat penggunaan jasa didasarkan pada jumlah, jenis kendaraan, jangka 
waktu dan jenis pelayanan izin.  

BAB  VI 
 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN 
BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 
Pasal 9 

 
(1) Prinsip  dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 

didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya  
penyelenggaraan pemberian izin. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah  biaya dalam melakukan upaya 
pengecekan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan  sebagai 
bagian dari penyelenggaraan pemberian izin. 

 
BAB  VII 

 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  

 
Pasal 10 

 
Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut :  
 
a. Tarif Retribusi Pemberian Izin Trayek : 

1. Mobil penumpang umum, sebesar ...........................Rp. 100.000,-/Kend/5 tahun; 
2. Mobil Bus (seat  9 s/d 15 orang), sebesar ...............Rp. 200.000,-/Kend/5 tahun; 
3. Mobil Bus (seat 16 s/d 26 orang), sebesar ..............Rp. 250.000,-/Kend/5 tahun; 
4. Mobil Bus (seat > 27 orang), sebesar ......................Rp. 300.000,-/Kend/5 tahun. 

 
b. Tarif Retribusi Izin Angkutan Khusus sebesar ...............Rp.15.000,- / kend/1xperjalanan 
c. Tarif Retribusi Usaha Angkutan : 

1. Penumpang, sebesar .......................................... Rp. 50.000,- / izin/Kend; 
2. Barang, sebesar .......................................... Rp. 75.000,- / izin/Kend. 
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BAB  VIII 
 

WILAYAH PEMUNGUTAN  
 

Pasal 11 
 
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Banggai. 
 

BAB IX  
 

MASA RETRIBUSI TERUTANG 
 

Pasal  12 
 
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (Enam) Bulan. 
 

Pasal 13 
 
Retribusi terutang pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

 
BAB X 

 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

 
Pasal  14 

 
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD  atau dokumen lain yang 

dipersamakan dan SKRDKBT. 
(3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor ke                         

Kas Daerah. 
 

BAB XI 
 

SANKSI ADMINISTRASI 
 

Pasal 15 
 
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, 
dikenakan sanksi administrasi berupa denda  2 % (dua per seratus) setiap bulan dari dari 
retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 
 

BAB  XII 
 

TATA CARA PENAGIHAN  
 

Pasal 16 
 
(1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal 

pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh 
tempoh pembayaran. 
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(2) Sejak jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan surat lain yang 
sejenis, wajib retribusi yang terutang. 

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang 
ditunjuk. 

 
BAB XIII 

 
KADALUARSA 

 
Pasal 17 

 
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka 

waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib 
retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah. 

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) tertangguh 
apabila  : 

 a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; 
 b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak 

langsung; 
 

 
BAB  XIV 

 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

 
Pasal  18 

 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan  penyidikan tindak pidana 
pelanggaran dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : 
 a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan  
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

 b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan 
tindak pidana dibidang retribusi Daerah; 

 c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah; 

 d. memeriksa buku-buku, catatan – catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah; 

 e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan tempat 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud 
pada huruf e; 
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h. memotret seseorang  yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 

dibidang retribusi Daerah menurut hukum  yang bertanggung jawab. 
 
 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui 
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

 
 
 

BAB  XV 
 

KETENTUAN PIDANA  
 

Pasal 19 
 
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling 
lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak  Rp. 50.000.000 (lima puluh juta 
rupiah). 

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan 
disetor langsung ke Kas Daerah. 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 
 
 

BAB  XVI 
 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal  20 
 
Pengelola trayek dan usaha angkutan penumpang yang izinnya diperoleh sebelum 
terbitnya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai masa izin berakhir. 
 

 
BAB  XVII 

 
KETENTUAN  PENUTUP 

 
Pasal  21 

 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai 
Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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Pasal  22 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai. 
 

    Ditetapkan      di Luwuk 
    pada tanggal  7 Agustus 2009                    
 
    BUPATI  BANGGAI, 
 
 
 
         MA’MUN  AMIR 

 
 
 
 
Diundangkan  di Luwuk 
pada tanggal  7 Agustus 2009                                 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI, 
 
 
 
                     MUSIR   A.  MADJA 
 
 
 
 
 
LEMBARAN  DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN  2009  NOMOR 12 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI 
 

NOMOR 10  TAHUN  2009 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN USAHA ANGKUTAN  
 
 
I. UMUM 
  
  Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang 

Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang 
luas nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan 
Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari 
Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal 
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud. 

 
  Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan 

kepada masyarakat serta Peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah 
diperlukan penyediaan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya 
memadai termasuk Retribusi Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan. Hal yang menjadi 
pusat perhatian dalam Peraturan Daerah ini adalah upaya pembinaan terhadap 
penyelenggaraan Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan sehingga sektor ini dapat 
memberikan kontribusi yang memadai bagi pembangunan di Daerah ini, namun dalam 
rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga Peraturan Daerah 
Kabupaten Banggai Nomor  21 Tahun 1998 perlu dicabut dan diganti dengan                 
Peraturan Daerah yang baru dan tarifnya disesuaikan dengan perkembangan 
perekonomian dewasa ini. 

 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
 
 Pasal 1  
  Cukup jelas 
 Pasal 2  
  Cukup jelas 
 Pasal 3  
  Cukup jelas 
 Pasal 4  
  Cukup jelas 
 Pasal 5  
       Ayat (1) 
  Cukup jelas 
  Ayat (2) 
  Cukup jelas 
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 Ayat (3) 
   Cukup Jelas 
 Ayat (4) 
   Cukup Jelas 
 Pasal 6  
  Cukup jelas 
 Pasal 7  
  Cukup jelas 
 Pasal 8 
  Cukup jelas 
 Pasal 9 
    Ayat (1) 
  Cukup jelas 
  Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Pasal 10  
  Cukup jelas 
  
Pasal 11 
  Dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis 
Pasal 12  
  Cukup Jelas 
Pasal 13  
  Cukup jelas 
Pasal 14 
  Ayat (1) 
  Cukup jelas 
  Ayat (2) 
  Cukup jelas 
  Ayat (3) 
   Cukup Jelas 
Pasal 15 
  Cukup jelas 
Pasal 16  
  Ayat (1) 
  Cukup jelas 
  Ayat (2) 
  Cukup jelas 
  Ayat (3) 
  Cukup jelas   
Pasal 17  
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
  Ayat (2) 
  Cukup jelas 
Pasal 18 
  Ayat (1) 
  Cukup jelas 
  Ayat (2) 
  Cukup jelas 
  Ayat (3) 
  Cukup jelas   
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Pasal 19  
  Ayat (1) 
  Cukup jelas 
  Ayat (2) 
  Cukup jelas 
  Ayat (3) 
  Cukup jelas   
Pasal 20 
  Cukup Jelas 
Pasal 21 
  Cukup Jelas 
Pasal 22 
  Cukup Jelas 
 
 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 57 

 


